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Executive Summary

1. Putusan MK No.80/PUU-IX/2011

Pasal yang diuji dalam UU No. 15 Tahun 2011 ini adalah Pasal 27 ayat
(1) huruf b terutama frasa “...dengan alasan yang dapat diterima” dan
ayat (3). Norma inilah yang oleh Pemohon dalam perkara tersebut
dipersoalkan karena dianggap merugikan hak-hak konstitusionalnya,
apalagi jika kita telisik lebih jauh penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf b UU
No. 15 Tahun 2011 tersebut yang menyatakan “Yang dimaksud
mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima ialah
mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu
fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota
KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Dengan adanya norma tersebut Pemohon meyakini bahwa agar
pengunduran diri Pemohon dapat diterima Pemohon harus dalam
keadaan sakit, terganggu fisik dan/atau jiwanya terlebih dahulu. Selain
itu syarat mengundurkan diri yang mewajibkan harus dengan alasan
yang dapat diterima seperti ini berbeda dengan syarat pengunduran diri
pejabat pada umumnya seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua dan
Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, Wakil
Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, hakim agung, komisioner KPK,
dan komisioner Komisi Yudisial.

Adapun pendapat hukum MK dalam perkara ini adalah menurut MK
ada perbedaan dan ketidaksamaan di hadapan hukum mengenai hak
pengunduran diri dari pekerjaan antara anggota KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota di satu pihak, dan pejabat pada umumnya di pihak
lain, padahal, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan,
”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum?”. Hal itu berarti bahwa perlakuan berbeda dalam hal
pengunduran diri sebagaimana dipertimbangkan di atas, bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian frasa "dengan alasan
yang dapat diterima” dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun
2011 beserta Penjelasannya adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945. Selanjutnya dikarenakan pasal tersebut telah dimaknai demikian
maka menurut MK pula hal ini selaras dengan tidak diperlukannya lagi
ayat (3) dalam Pasal 27 UU No. 15 Tahun 2011.

Putusan MK pada akhirnya mengabulkan pemohonan dari Pemohon
sehingga seharusnya untuk Pasal 27 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun
2011 harus dimaknai, ”Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: a. ... b. mengundurkan
diri”, begitu pula ayat (3) pun tidak diperlukan. Implikasinya adalah
pengunduran dari Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
serupa dengan dengan pengaturan pada pejabat lainnya.



2. Putusan MK No.81/PUU-IX/2011

Pasal yang diuji Pemohon dalam UU No. 15 Tahun 2011 ini adalah
Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU No. 15 Tahun 2011, sepanjang
frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat
mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD
NRI Tahun 1945. Pemohon juga menguji terkait dengan pengisian Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu Pasal 109 ayat (4) huruf
¢, huruf d, dan huruf e sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh
masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR
berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada
di DPR berjumlah genap” UU No. 15 Tahun 2011 bertentangan dengan
Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkara ini membenarkan
bahwa permohonan pemohon karena mandiri, jika merujuk pada latar
belakang historis proses perubahan UUD NRI Tahun 1945, terkait erat
dengan konsep non-partisan. Artinya, kemandirian yang dimiliki oleh
komisi pemilihan umum, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5)
UUD NRI Tahun 1945 adalah kemandirian yang tidak memihak kepada
partai politik atau kontestan manapun karena komisi pemilihan umum
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik adalah
peserta pemilihan umum.

Adapun sebagai upaya menjaga kemandirian komisi pemilihan umum
dari upaya-upaya pragmatis partai politik peserta pemilu, Mahkamah
Konstitusi berpendapat syarat pengunduran diri dari keanggotaan partai
politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini harus diberi
batasan waktu. Tenggang waktu pengunduran diri dari partai politik,
menurut Mahkamah adalah patut dan layak jika ditentukan sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan mengajukan diri
sebagai calon anggota komisi pemilihan umum. Lima tahun dinilai patut
dan layak oleh Mahkamah karena bertepatan dengan periodisasi tahapan
pemilihan umum. Ketentuan S (lima) tahun juga diakomodasi oleh
Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum sebelumnya, yaitu
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum.

Pendapat MK tersebut juga terkait konsep mandiri yang menegaskan
bahwa penyelenggara pemilihan umum (komisi pemilihan umum) tidak
boleh berpihak kepada salah satu peserta pemilihan umum. Sehingga
Komisi Pemilihan Umum (dengan huruf besar), Bawaslu, dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu, menurut Mahkamah, adalah bagian
dari suatu komisi pemilihan umum (dengan huruf kecil) yang dimaksud
oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 memiliki sifat mandiri, sebagaimana
juga telah diuraikan dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal
18 Maret 2010 pada paragraf [3.18] poin 5. Sehingga pola pengisian
anggota DKPP dalam Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e UU
No. 15 Tahun 2011 yang banyak dikatakan bahwa diisi oleh partai politik
harus disesuaikan dengan konsep mandiri tersebut.

Alhasil putusan perkara ini menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu
sebaiknya bersih dari keterkaitan dari partai politik sehingga harus ada
jeda selama 5 tahun bilamana dia berasal dari partai politik. Sedangkan
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untuk anggota DKPP RI dalam pasal yang digugat semula oleh Pemohon
semula masih memungkinkan ada perwakilan partai politik dalam DKPP.
Oleh karena itu sesuai dengan prinsip kemandirian yang sejalan dengan
amanah konstitusi maka norma yang mengatur mengenai unsur
keanggotaan DKPP tersebut dalam UU No. 15 Tahun 2011 khususnya
Pasal 109 ayat (4) selengkapnya dibaca, “DKPP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari: a. 1 (satu) orang unsur KPU; b. 1 (satu) orang
unsur Bawaslu; e. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.” Begitu juga Pasal
109 ayat (11) diubah menjadi ”"Setiap anggota DKPP dari setiap unsur
dapat diganti antarwaktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Implikasinya terkait dengan pengisian penyelenggara pemilu baik itu
KPU, Bawaslu, DKPP beserta jajarannya harus memperhatikan putusan
MK ini.

Putusan MK No.31/PUU-XI/2013

Pasal yang diuji Pemohon dalam UU No. 15 Tahun 2011 ini adalah
terkait dengan DKPP terutama mengenai Putusan DKPP dalam Pasal 112
ayat (12) UU No. 15 Tahun 2011 dinyatakan bersifat final dan mengikat.
Pemohon dalam hal ini bernama Ramdansyah yakni Ketua Panwaslu DKI
Jakarta yang diberhentikan oleh DKPP RI. Pemohon dijatuhi hukuman
pemberhentian tetap melalui putusan DKPP RI dan Pemohon merasa apa
yang dilakukan oleh DKPP itu adalah salah.

Dalam pertimbangan putusannya MK menyatakan bahwa Putusan
DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112 ayat (12) UU No. 15 Tahun 2011 dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam
Undang-Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya
putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum
atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa
putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan
putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh
karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi
wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan
DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan
putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat
TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek
gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan
menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden,
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut
adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian
putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang a quo
haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan
DKPP. Adapun karena inti permohonan Pemohon mengenai Putusan
DKPP yang bersifat final dan mengikat telah diberi makna tertentu oleh
Mahkamah sehingga tidak menghilangkan frasa final dan mengikat
secara keseluruhan.
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4. Analisis dan Evaluasi

Ketiga putusan ini pada prinsipnya belum dieksekusi dalam bentuk UU
Penyelenggara Pemilu yang baru, sebelum adanya RUU Penyelenggaraan
Pemilu yang baru saja disetujui bersama kemarin tanggal 20 Juli 2017
yang lalu. RUU ini adalah suatu gagasan untuk
mengkodifikasi/mengompilasikan berbagai UU yang terkait dengan
Pemilu ke dalam satu naskah (UU Penyelenggara Pemilu yang terakhir ini
UU No. 15 Tahun 2011 adalah salah satu diantaranya). Penyatuan UU
Pemilu kedalam satu naskah bersama ini pun didasari atas Putusan MK
No 14/PUU-XI/2013 yang memerintahkan pelaksanaan Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden serta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD padat tahun 2019
dilaksanakan secara serentak (Pemilu serentak tahun 2019). Hal inilah
yang kemudian mendasari dorongan bahwa jika waktu penyelenggaraan
pemilu disederhanakan menjadi dua peristiwa pemilu, maka undang-
undangnya juga harus disederhanakan (dikodifikasikan).

Hadirnya RUU Penyelenggara Pemilu ini adalah momentum yang
sangat tepat untuk mengeksekusi ketiga putusan MK tersebut karena UU
No. 15 Tahun 2011 yang dikoreksi MK melalui 3 putusan MK tersebut
termasuk UU yang dilebur dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu ini. Hal
ini adalah yang paling tepat karena negara kita adalah negara yang
menganut sistem civil law yang menitikberatkan pada pengaturan yang
bersifat tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlu
implikasi perubahan makna yang timbul dari ketiga putusan MK ini
untuk dieksekusi segera.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) secara
tegas menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Hal ini sejalan
dengan kewenangan yang diberikan konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi
dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yakni “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Adapun untuk dapat menguji
suatu undang-undang terhadap konstitusi atau UUD Tahun 1945, seseorang
tersebut harus dapat haruslah subjek hukum yang memenuhi persyaratan
menurut undang-undang untuk mengajukan perkara konstitusi terkait
kerugian konstitusionalnya atas keberlakukan undang-undang tersebut.!

Untuk dapat membuktikan seseorang tersebut layak untuk menjadi
Pemohon yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan keberlakuan suatu
norma dalam undang-undang maka penting kiranya untuk membuktikan
adanya sebab akibat yang dirasakan atas keberlakuan suatu norma. Hal ini
pula serupa dengan sebagaimana terakhir terjadi dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016,
yang pada pertimbangan hukum poin [3.5.2] Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa “menurut Mahkamah, Pemohon selaku pendukung salah
satu pasangan calon tidak ada relevansinya dengan permohonan a quo karena
Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan permohonan a

quo sebab Pemohon bukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur,

1 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hal 68.
1



bupati dan wakil bupati, atau pun walikota dan wakil walikota. Dalam asas
hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan
yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan
dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal
tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de
Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa
“tiada gugatan tanpa hubungan hukum® (no action without legal connection).
Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat
kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor
006/ PUU-III/ 2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007,
tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan adanya hubungan sebab-
akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian. Pemohon pada saat persidangan pemeriksaan pendahuluan tidak
dapat menjelaskan adanya kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya
Pasal 7 huruf p UU 8/2015. Oleh karena itu, dengan tidak dapat dibuktikannya
adanya kerugian hak-hak konstitusional Pemohon berarti tidak terdapat
kepentingan hukum Pemohon terhadap pemberlakuan Pasal 7 huruf p UU
8/2015”. Oleh karena itu pada poin selanjutnya dalam putusan a quo
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Menimbang bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam perkara a
quo sehingga pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan”.? Oleh
karena itu pada akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut
menyatakan bahwa Pemohon ini tidak ada relevansinya dengan permohonan a
quo karena Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan
permohonan a quo sebab Pemohon bukanlah peserta Pemilihan. Adapun selain
harus membuktikan adanya sebab akibat antara seseorang dengan undang-
undang yang berlaku sebagai syarat agar layak dapat menjadi Pemohon dalam
suatu perkara pengujian undang-undang (judicial review), seseorang itu pula

harus dapat memenuhi 4 (empat) syarat lainnya yakni3: 1. adanya hak

2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian atas UU No. 8 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015.

3 Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 yang menjadi

yurispudensi tetap untuk menilai kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon, selain syarat-
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dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD
Tahun 1945; 2. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang
yang diuji; 3. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
dan 4. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan
atau tidak lagi terjadi, selain syarat yakni adanya hubungan sebab akibat
(causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian sebagaimana diberlakukan pada Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 22 /PUU-XIV /2016 tersebut.

Lebih lanjut lagi, terkait apakah benar adanya kerugian yang timbul
dan dirasakan seseorang akibat keberlakuan suatu norma dalam undang-
undang, seringkali tidak atau belum dapat dibuktikan sebelum pemeriksaan
dilakukan terhadap pokok permohonan*. Oleh karena itu, seringkali pula
Mahkamah Konstitusi menerima dahulu permohonan cari Pemohon dan
setelah beberapa kali dilangsungkan persidangan, ketika memasuki acara
persidangan mengenai pembuktianlah baru terjawab apakah ada atau
tidaknya kerugian yang timbul atau dirasakan seseorang akibat keberlakuan
suatu norma dalam undang-undang tertentu. Adapun terkait dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1911 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU
No. 15 Tahun 2011, terdapat 8 (delapan) Putusan/Ketetapan Mahkamah
Konstitusi (MK) yang telah menguji UU No. 15 Tahun 2011.
Putusan/Ketetapan tersebut adalah sebagai berikut:

Pkr.No.80/PUU-I1X/2011;
Pkr.No.81/PUU-1X/2011;
Pkr.No.10/PUU-XI/2013;
Pkr.No.74 /PUU-XI1/2013;
Pkr.No.31/PUU-XI/2013;
Pkr.No.48/PUU-XIV/2016;
Pkr.No.65/PUU-XIV/2016; dan

N oo s L b=

syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
4 Jimly Asshiddiqie, Opcit, hal 72-73.



8. Pkr.No.90/PUU-XIV/2016.
Hasil putusan MK terhadap UU No. 15 Tahun 2011 tersebut secara

umum tergambar dalam tabel berikut:

No.

Putusan
MK

Pasal yang diuji

Batu Uji
UUD NRI
1945

Amar Putusan

Pkr.No.80
/PUU-
IX/2011

e Pasal 27 ayat (1)
huruf b; dan
e Pasal 27 ayat (3).

Pasal 28C ayat
(2);

Pasal 28D ayat
(2) dan ayat
(3); serta

Pasal 28E ayat

(1).

e Mengabulkan

permohonan
Pemohon untuk
seluruhnya;
Frasa “..
dengan alasan
yang dapat
diterima” dalam
Pasal 27 ayat
(1) huruf b UU
No. 15 Tahun
2011 dan
Penjelasannya
tidak
konstitusional
(unconstitusiona
[); dan

Pasal 27 ayat
(3) UU No. 15
Tahun 2011
tidak
konstitusional
(unconstitusiona

)

Pkr.No.81
/PUU-
IX/2011

e Pasal 11 hurufi;
e Pasal 85 hurufi;
e Pasal 109 ayat (4);

huruf ¢, huruf d,
dan ayat (5);

e Pasal 109 ayat (4)

huruf e; dan

e Pasal 109 ayat (11).

Pasal 22E ayat
(5)-

Mengabulkan
permohonan
para Pemohon
untuk
sebagian;
Pasal 11 huruf
i dan Pasal 85
hurufi
sepanjang
frasa,
“mengundurkan
diri dari
keanggotaan
partai politik ...
pada saat
mendaftar
sebagai calon”




No.

Putusan
MK

Pasal yang diuji

Batu Uji
UUD NRI
1945

Amar Putusan

dinyatakan
tidak
konstitusional
bersyarat
(conditionally
unconstitutional
) sepanjang
tidak dimaknai
“sekurang-
kurangnya
dalam jangka
waktu 5 (lima)
tahun telah
mengundurkan
diri dart
keanggotaan
partai politik
pada saat
mendaftar
sebagai calon”
Pasal ayat 109
(4) huruf c,
huruf d, dan
ayat (5) tidak
konstitusional
(unconstitusion
al)

Pasal 109 ayat
(4) hurufe
sepanjang
bagian kalimat
“4 (empat)
orang
tokohmasyarak
at dalam hal
jumlah utusan
partai politik
yang ada di
DPR berjumlah
ganjil atau ...
dalam hal
jumlah utusan
partai politik
yang ada di
DPR berjumlah
genap” tidak
konstitusional
(unconstitusion

5




No.

Putusan
MK

Pasal yang diuji

Batu Uji
UUD NRI
1945

Amar Putusan

al), sehingga
harus dibaca
“DKPP
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) terdiri
dari:

a. 1 (satu)
orang unsur
KPU;

b. 1 (satu)
orang unsur
Bawaslu;

e. 5 (lima) orang
tokoh
masyarakat.”
Pasal 109 ayat
(11) sepanjang
frasa
“berdasarkan
kebutuhan dan
pertimbangan
masing-masing
unsur” tidak
konstitusional
(unconstitusion
al), sehingga
Pasal 109 ayat
(11) tersebut
selengkapnya
harus dibaca
”Setiap anggota
DKPP dari
setiap unsur
dapat diganti
antarwaktu
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku”™, dan
Menolak
permohonan
para Pemohon
untuk selain
dan selebihnya.

Pkr.No.10
/PUU-
X1/2013

e Pasal 28 ayat (3)
dan ayat (4);

Ketetapan
No.10/PUU-
XI/2013 terkait

6



Batu Uji

No. Putusan Pasal yang diuji UUD NRI Amar Putusan
MK
1945

e Pasal 100 ayat (4); penarikan

e Pasal 101 ayat (1); kembali

e Pasal 112 ayat (9), permohonan
ayat (10), ayat (12), Pemohon.
dan ayat (13);

e Pasal 113 ayat (2);

e Pasal 119 ayat (4);

e Pasal 120 ayat (4);
dan

e Pasal 121 ayat (3).

4 Pkr.No.74 | Pasal 6 ayat (5). e Pasal 28C Menolak
/PUU- ayat (2); permohonan
XI/2013 e Pasal 28D Pemohon.

ayat (1) dan
ayat (3);

e Pasal 28H
ayat (2); dan
Pasal 28I
ayat (2).

S Pkr.No.31 | Pasal 112 ayat (12). Pasal 28D ayat | ¢ Mengabulkan
/PUU- (1); dan Permohonan
XI/2013 Pasal 24 ayat Pemohon

(1). untuk

sebagian;

o Frasa “bersifat
final dan
mengikat”
dalam Pasal
112 ayat (12)
dinyatakan
tidak
konstitusional
bersyarat
(conditionally
unconstitutional

) sepanjang
tidak dimaknai
“Putusan
sebagaimana
dimaksud ayat
(10) bersifat
final dan
mengikat bagi
Presiden, KPU,
KPU Provinsi,




Putusan Eatupl
No. Pasal yang diuji UUD NRI Amar Putusan
MK
1945
KPU
Kabupaten/ Kot
a, dan
Bawaslu”; dan
e Menolak

permohonan
Pemohon
untuk selain
dan selebihnya.

6 Pkr.No.48 Pasal 1 angka 1, |ePasal 18 ayat | Permohonan
/PUU- angka 3, angka 4,| (4); serta Pemohon tidak
XIV/2016 angka 5, angka 6, |ePasal 4 ayat | dapat diterima.

angka 7, dan angka | (1) dan ayat
22; serta (2).
Pasal 2.

7 Pkr.No.65 Pasal 1 ayat (5); ePasal 18 ayat | Permohonan
/PUU- e Pasal 8 ayat (3); dan 4); Pemohon tidak
XIV/2016 | e Pasal 10 ayat (3) ePasal 22E; | dapat diterima.

dan
ePasal 1 ayat
(3).

8 Pkr.No.90 | Pasal 1 angka 1. - Permohonan
/PUU- Pemohon tidak
XIV/2016 dapat diterima.

Perkara-perkara di atas dimohonkan pengujiannya oleh pihak yang
merasa dirugikan hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi dengan
dasar bahwa beberapa pasal atau norma dalam UU No. 15 Tahun 2011 telah
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hak dan/atau prinsip yang paling
banyak digunakan sebagai “batu uji” Pemohon/para Pemohon pengujian
undang-undang dalam menilai bahwa suatu norma bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dalam permohonan pengujian undang-undang di atas adalah
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2); Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
Pasal 28E ayat (1); Pasal 22E; Pasal 22E ayat (5); Pasal 28H ayat (2); Pasal 28I
ayat (2); Pasal 24 ayat (1); Pasal 18 ayat (4); serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945.



Frekuensi penggunaan Pasal-pasal tersebut di atas sebagai batu uji

dapat dilihat pada tabel berikut:

Batu Uji .
No. UUD NRI 1945 Putusan/Ketetapan MK Frekuensi
1. Pasal 1 ayat (3) Pkr.No.65/PUU-XIV/2016 1x
2. Pasal 4 ayat (1) dan | Pkr.No.48/PUU-XIV/2016 1x

ayat (2)
3. Pasal 18 ayat (4) 1. Pkr.No.48/PUU-XIV/2016 2 x
2. Pkr.No.65/PUU-XIV/2016

4. Pasal 22E Pkr.No.65/PUU-XIV/2016 1x
S. Pasal 22E ayat (5) Pkr.No.80/PUU-IX/2011 1x
6. Pasal 24 ayat (1) Pkr.No.31/PUU-XI/2013 1x
7. Pasal 28C ayat (2) 1. Pkr.No.80/PUU-IX/2011 2x

2. Pkr.No.74/PUU-XI/2013

0. Pasal 28D ayat (1),| 1. Pkr.No.80/PUU-IX/2011 3x
ayat (2), dan ayat (3) 2. Pkr.No.74/PUU-XI1/2013
3. Pkr.No.31/PUU-X1/2013

10. | Pasal 28E ayat (1) Pkr.No.80/PUU-IX/2011 1x
11. | Pasal 28H ayat (2) Pkr.No.74/PUU-XI/2013 1x
12. | Pasal 28I ayat (2) Pkr.No.74 /PUU-XI/2013 1x

Dari Pasal-Pasal yang digunakan sebagai batu uji tersebut terlihat
bahwa isu yang paling dominan diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah
yang terkait mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum; hak
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja; dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.

Hasil keseluruhan pada perkara-perkara diatas, terdapat terdapat 17
(tujuh belas) Pasal yang diajukan untuk diuji melalui 8 Putusan MK atas UU

No. 15 Tahun 2011 tersebut, dengan rincian sebagai berikut:



1. Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka
22
Pasal 2
Pasal 6 ayat (5)
Pasal 8 ayat (3)
Pasal 10 ayat (3)
Pasal 11 hurufi
Pasal 27 ayat (1) huruf b dan ayat (3)
Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4)
Pasal 85 hurufi
. Pasal 100 ayat (4)
.Pasal 101 ayat (1)

© ® N o kLD

e e
N = O

.Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, ayat (4) huruf e, ayat (5), dan ayat (11)
.Pasal 112 ayat (9), ayat (10), ayat (12), ayat (13)
.Pasal 113 ayat (2)
.Pasal 119 ayat (4)
)
)

I O -
O o A W

. Pasal 120 ayat (4
.Pasal 121 ayat (3

—_
~J

Sebagian besar permohonan tersebut tidak dikabulkan (kecuali 3
perkara pengujian) yakni Pkr.No.80/PUU-IX/2011, Pkr.No.81/PUU-IX/2011,
dan Pkr.No.31/PUU-XI/2013, dengan variasi amar putusan berupa: 1 (satu)
Putusan menyatakan bahwa pasal-pasal yang diajukan bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 1
(satu) Putusan menyatakan bahwa pasal-pasal yang diajukan bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menyatakan tidak konstitusional bersyarat
(conditionally unconstitutional), serta 1 (satu) Putusan tidak konstitusional

bersyarat (conditionally unconstitutional).

B. PERMASALAHAN
Dari uraian di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal

dan ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh
MK?
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2. Apa akibat hukum terhadap pasal dan ayat suatu UU yang dinyatakan
MK sebagai inkonstitusionalitas bersyarat?

3. Apakah terjadi disharmoni norma dalam suatu UU jika suatu pasal dan
ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK

berimplikasi terhadap norma pasal ayat lain yang tidak diujikan?

C. TUJUAN KEGIATAN
Berdasarkan permasalahan di atas, kegiatan ini bertujuan untuk:
1. Untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, ayat UU yang
dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK.
2.Untuk memperjelas norma UU yang dinyatakan MK secara
inkonstitusional bersyarat.
3. Untuk mengharmonisasi pengaturan sebagai akibat dari pasal, ayat yang

dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK.

D. KEGUNAAN KEGIATAN
Kegiatan ini berguna untuk:
1. Sebagai data pendukung penyusunan Naskah Akademis dan memberi
masukan bagi Dewan dalam penyusunan RUU;
2. Sebagai bahan untuk menetapkan suatu RUU dalam prolegnas kumulatif

terbuka.

E. METODE

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di muka,
maka penelitian ini masuk dalam peneltian hukum yang normatif, untuk itu
penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif>. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini dipilih untuk dapat memberikan uraian
analisa atas berbagai Putusan MK tentang pengujian Pasal-pasal dalam UU
No. 15 Tahun 2011.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni akan menggambarkan
secara keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis

data-data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan bahan pustaka

5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001), Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, edisi
1, cet.v, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 13-15.
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yang berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. Data sekunder
mencakup: (1) bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat, mulai dari Undang-undang Dasar dan peraturan terkait lainnya; (2)
bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer; (3) bahan hukum tertier, yaitu yang memberikan petunjuk
bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, buku saku, agenda resmi,
dan sebagainya®.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan,
yang diperoleh melalui penelusuran manual maupun elektronik berupa
peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta koran atau majalah,
dan juga data internet yang terkait.

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian disortir dan
diklasifikasikan, kemudian disusun melalui susunan yang komperhensif.
Proses analisa diawali dari premis-premis yang berupa norma hukum positif
yang diketahui dan berakhir pada analisa dengan menggunakan asas-asas

hukum, doktrin-doktrin serta teori-teori.

6 Soeryono Soekanto (1982), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal 52.
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BAB II
KERANGKA TEORI

A.KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang menjadi
kewenangan MK merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas
undang-undang (constitutionality of law) yang menjamin bahwa undang-
undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan
dengan UUD 1945. Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan
sebuah kewenangan yang mutatis mutandis (dengan sendirinya) ada, yaitu
kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat
ketentuan yang ekplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada
lembaga negara yang diberikan kewenangan constitutional review, maka harus
dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi menyertai kewenangan
constitutional review tersebut. Oleh sebab itu, sering dinyatakan bahwa
Constitutional Court itu merupakan “the guardian of constitution and the sole
interpreting of constitution”, disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan
kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk perundang-undangan
telah sesuai dengan konstitusi atau tidak.16

Kewenangan menafsirkan itu sesungguhnya timbul dari sebuah
tafsir Pasal 24C UUD 1945 bahwa “MK menguji undang-undang terhadap
UUD” sebagai ketentuan pemberian kewenangan constitutional review kepada
MK, ketentuan tersebut tidak mengandung kewenangan MK untuk melakukan
penafsiran terhadap konstitusi, namun sangatlah tidak mungkin dapat
melakukan penilaian pertentangan norma sebuah undang-undang apabila
tidak menggunakan penafsiran konstitusi, dalam hal ini MK sebagai penafsir
sah terhadap undang-undang dasar atau konstitusi (the legitimate interpreter
of the constitution).

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan
dari Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian undang-undang terhadap UUD

16 Dikutip dari Tanto Lailam, Jurnal Media Hukum Vol. 21 No. 1 Juni 2014, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
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1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan
wujud dari prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang
(constitutionality of law) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat
oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian
mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang, baik dari segi formil
maupun materiil.l?” Pengujian dari segi formil (formele toetsingsrecht) adalah
wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan
prosedur ataukah tidak, serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan
suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian materiil (meteriele
toetsingsrecht) adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu
peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan
yang lebih tinggi.18

Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang
terhadap UUD 1945 merupakan konsekuensi dari konsepsi supremasi
konstitusi yang dianut oleh Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Ada 3
(tiga) ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu:19
1. pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum lainnya;
2. keterikatan pembuat undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

dan
3. adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji
konstitusionalitas undang-undang dan tindakan hukum pemerintah.

Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga telah menciptakan
pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan yang memungkinkan
adanya proses saling mengawasi dan saling mengimbangi di antara cabang-
cabang kekuasaan negara yang ada atau lazim disebut dengan
mekanisme checks and balances. Hal itu tampak terutama dari salah satu
kewenangan yang dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji

undang-undang terhadap UUD 1945.

17 Jimly Asshidgie (2012), Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Sinar Grafika, , hal 4.

18 Fatkhurrohman dkk (2004), Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Bandung:
Citra Aditya Bakti, hal 2.

19 Maruarar Siahaan, Checks and Balances dan Judicial Review dalam Legislasi di Indonesia,
http:/ /www.jimlyschool.com/read/analisis /333 /checks-and-balances-dan-judicial-review-dalam-
legislasi-di-indonesia/, diakses tanggal 20 September 2016.
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Pemberian wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945
kepada Mahkamah Konstitusi juga dinilai sesuai dengan paham
konstutisionalisme, dimana Undang-Undang Dasar kedudukannya adalah
sebagai bentuk peraturan yang tertinggi. Hakim Mahkamah Konstitusi harus
memiliki wewenang untuk membatalkan setiap tindakan Presiden dan juga
setiap undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
Selain itu, judicial review merupakan proses judicialization of politic terhadap
produk legislatif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa undang-undang
merupakan produk politik yang sering kali lebih mengedepankan kepentingan
politik suara mayoritas dan cenderung mengabaikan aspek kebenaran dalam
proses pengambilan keputusan.20

Dengan demikian, esensi dari produk putusan Mahkamah Konstitusi
dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 ditempatkan dalam
bingkai mekanisme check and balances antara lembaga negara. Hubungan
untuk saling mengontrol ini, pada akhirnya dimaksudkan untuk melahirkan
suatu produk hukum yang adil dan betul-betul berorientasi pada kepentingan
rakyat. Sehingga, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dapat juga
dilihat sebagai bagian dari koreksi terhadap produk yang dihasilkan oleh DPR
RI dan Presiden.

B.PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI FINAL DAN MENGIKAT

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, terhadap
putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya hukum dan
putusan tersebut langsung mengikat sebagai hukum sejak diucapkan di
persidangan. Selain itu, berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, terhadap materi muatan undang-undang yang
telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar yang menyatakan

bagian undang-undang, pasal, atau ayat tertentu tidak mempunyai kekuatan

20 Fatkhurrohman dkk, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, hlm. 26-27.
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hukum mengikat maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan
mengikat sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum.?! Makna
final juga dapat diartikan bahwa putusan yang diambil dapat menjadi solusi
terhadap masalah konstitusi yang dihadapi meskipun hanya bersifat
sementara (eenmalig) yang kemudian akan diambil-alih oleh pembuat undang-
undang.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan satu
permohonan pengujian undang-undang akan menyatakan satu pasal, ayat,
atau bagian dari undang-undang, dan bahkan undang-undang secara
keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai konsekuensinya maka
undang-undang, pasal, ayat atau bagian dari undang-undang yang diuji tidak
lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bunyi putusan demikian
sesungguhnya mengandung arti bahwa ketentuan norma yang termuat dalam
satu undang-undang dinyatakan batal (null and void) dan tidak berlaku lagi. 22

Muatan norma yang dikandung dalam pasal, ayat, dan bagian dari
undang-undang tersebut tidak lagi menuntut kepatuhan dan tidak
mempunyai daya sanksi. Hal itu juga berarti bahwa apa yang tadinya
dinyatakan sebagai satu perbuatan yang dilarang dan dihukum, dengan
putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu pasal, ayat, atau bagian
dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, maka
perbuatan yang tadinya dilarang menjadi tidak terlarang lagi. Putusan
Mahkamah Konstitusi yang demikian dalam kenyataannya telah mengubah
hukum yang berlaku dan menyatakan lahirnya hukum yang baru, dengan
menyatakan bahwa hukum yang lama sebagai muatan materi undang-undang
tertentu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan lagi sebagai hukum. Dalam
kenyataannya, hakim Mahkamah Konstitusi dengan putusan tersebut,
sesungguhnya diberikan kekuasaan membentuk hukum untuk menggantikan
hukum yang lama, yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan oleh

konstitusi secara khusus diberi wewenang untuk itu.23

21 Maruarar Siahaan (2012), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Sinar
Grafika, hal 213.

22 Maruarar Siahaan, Checks and Balances dan Judicial Review dalam Legislasi di Indonesia,
http:/ /www.jimlyschool.com/read/analisis /333 /checks-and-balances-dan-judicial-review-dalam-
legislasi-di-indonesia/, diakses tanggal 20 September 2016.

23 Ibid.
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Oleh karena itu, apabila Pemerintah atau lembaga negara lain tidak
mematuhi putusan tersebut dan justru masih tetap memberlakukan undang-
undang yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
hal tersebut merupakan tindakan yang pengawasannya ada dalam mekanisme
hukum dan tata negara itu sendiri. Adapun perbuatan yang dilakukan atas
dasar undang-undang yang telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat adalah perbuatan melawan hukum dan demi

hukum batal sejak semula (ab initio).24

C.AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai
pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para
pihak kepadanya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan
sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim tersebut
merupakan tindakan negara di mana kewenangannya dilimpahkan kepada
hakim baik berdasarkan UUD 1945 maupun undang-undang.2>

Dari sudut pandang hukum tata negara, putusan Mahkamah
Konstitusi termasuk dalam keputusan negara yang mengandung norma
hukum sama halnya dengan putusan pembentuk undang-undang yang
bersifat pengaturan (regeling). Putusan Mahkamah Konstitusi dapat
membatalkan suatu undang-undang atau materi muatan dalam undang-
undang, sedangkan pembentuk undang-undang menciptakan norma hukum
dalam bentuk materi muatan dalam suatu undang-undang.26

Putusan Mahkamah Konstitusi terutama dalam pengujian undang-
undang kebanyakan jenisnya adalah bersifat declaratoir constitutief. Artinya
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu
keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai negative
legislature.?” Hal lain yang perlu dicermati lebih lanjut adalah adanya putusan
Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat (conditionally

constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally

24 Maruarar Siahaan (2012), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 213.

25 Jbid. hal 201.

26 Jimly Asshidqie dalam Ronny SH Bako, dkk (2009), Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi,
Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, hal. 3.

27 Maruarar Siahaan (2012), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal 212.
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unconstitutional). Varian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan
putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak
bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan persyaratan pemaknaan
dan keharusan kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan
undang-undang untuk memperhatikan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas
konstitusionalitas ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut.28
Dengan demikian, terdapat penafsiran sendiri dari Mahkamah Konstitusi agar
suatu norma undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konsitusi sejak diucapkan di hadapan sidang
terbuka untuk umum dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu:2°
1. Kekuatan mengikat

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan
putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara
(interpartes), yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD, ataupun pihak terkait
yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut
mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum dalam
wilayah republik Indonesia.

Putusan tersebut berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum
diciptakan pembuat undang-undang. Dengan demikian, Hakim Mahkamah
Konstitusi dikatakan sebagai negative lagislator yang putusannya bersifat
erga omnes, yang ditujukan pada semua orang.

2. Kekuatan pembuktian

Dalam perkara konstitusi yang putusannya bersifat erga omnes,
maka permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama yang
sudah pernah diputus tidak dapat lagi diajukan untuk diuji oleh siapapun.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap
demikian dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti
secara positif bahwa apa yang diputus oleh hakim itu dianggap telah
benar. Selain itu, pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.

3. Kekuatan eksekutorial
Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang dan

tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen

28 Mahfud MD, Problematika Putusan MK yang Bersifat Positive Legislature, pengantar dalam buku
Martitah, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature.
29 Maruarar Siahaan (2012), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal 214-216.
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atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi telah dianggap terwujud dengan
pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana
diperintahkan dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi.

Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika
menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang pada
intinya menyatakan undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum ada
putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan
dengan UUD 1945. Ketentuan ini juga berarti bahwa putusan hakim
Mahkamah  Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat tidak boleh berlaku surut.30

30 Jbid. hal 218.
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BAB III
ANALISIS DAN EVALUASI

PUTUSAN MK NO. 80/PUU-IX/2011

A.PENDAPAT HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 27 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2011 menyatakan,
“Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu
karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima”, yang dalam
Penjelasannya menyatakan, “Yang dimaksud mengundurkan diri adalah
mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik
dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU,
KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”. Norma inilah yang oleh Pemohon
dalam perkara MK No. 80/PUU-IX/2011 dipersoalkan karena dianggap
merugikan hak-hak konstitusionalnya, sehingga menurut Pemohon agar
pengunduran diri Pemohon dapat diterima Pemohon harus dalam keadaan
sakit, terganggu fisik dan/atau jiwanya terlebih dahulu. Selain itu syarat
mengundurkan diri tersebut berbeda dengan syarat pengunduran diri Hakim
Mahkamah Konstitusi, Ketua dan Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, hakim agung,
komisioner KPK, dan komisioner Komisi Yudisial.

Mahkamah Konstitusi atas dasar permohonan pemohon tersebut
berpendapat bahwa pekerjaan pada pokoknya adalah sarana bagi manusia
untuk memperoleh penghasilan guna mempertahankan hak untuk hidup,
mempertahankan hidup dan kehidupan sebagaimana amanah dari Pasal 28A
UUD 1945. Selain itu pekerjaan merupakan sarana manusia untuk menjaga
kehormatannya, karena tanpa mempunyai pekerjaan kemungkinan besar ia
mudah berbuat sesuatu yang melanggar hukum. Tanpa pekerjaan ia akan
menjadi beban orang lain. Dengan bekerja ia akan memperoleh sesuatu
penghasilan yang antara lain untuk menjaga kehormatannya tersebut.
Selanjutnya di Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dinyatakan pula bahwa “Setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja”. Pasal tersebut menganung maksud bahwa

manusia akan bahagia kalau dengan pekerjaan dan penghasilannya dapat
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meningkatkan harkat dan martabatnya. Oleh sebab itu menjadi hak setiap
manusia untuk diberi kebebasan mencapai kebahagiaan dengan mendapatkan
pekerjaan yang lebih baik yang memungkinkan ia hidup lebih bahagia. Tugas
negara ialah mendekatkan setiap warga negara untuk mencapai
kebahagiaannya tersebut, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Oleh
sebab itu dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea kedua dikatakan,
“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat
Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2011,
menyatakan, “Yang dimaksud mengundurkan diri karena alasan yang dapat
diterima ialah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena
terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai
anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”. Menurut Mahkamah
Konstitusi, Penjelasan tersebut telah mempersempit kebebasan seseorang
untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik agar supaya
lebih dapat memenuhi haknya untuk hidup, mempertahankan hidup dan
kehidupannya. Padahal, memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih
baik adalah untuk lebih mendekatkan diri ke arah tercapainya kebahagiaan
bagi kemanusiaan selain, menurut hukum progresif, merupakan tujuan setiap
hukum dan peraturan perundang-undangan terutama juga merupakan hal
yang menjadi salah satu kewajiban Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana
yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,
yakni memajukan kesejahteraan umum. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf b
UU No. 15 Tahun 2011 tersebut bertentangan dengan konstitusi karena
menghalang-halangi kemerdekaan Pemohon untuk mencapai kebahagiaan
serta upayanya untuk memajukan dirinya serta kebebasan Pemohon untuk
mencari pekerjaan dalam pemerintahan sebagaimana pernyataan Pasal 28C
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa, "Setiap orang berhak memajukan
dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya”; Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
yang menyatakan, “Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”; dan Pasal 28D ayat (3)
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UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Selain itu dalam beberapa undang-undang lainnya, misalnya dalam
Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003),
menyatakan, “Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:
a. ... b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada
Ketua Mahkamah Konstitusi”; Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU No. 15 Tahun 2006),
menentukan, “Ketua, Wakil Ketua dan/atau anggota BPK diberhentikan
dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas usul BPK
karena: a. ... b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan
kepada Ketua atau Wakil Ketua BPK”; Pasal 11 huruf c¢ Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU No. 3 Tahun 2009),
menyatakan, “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung dan Hakim
Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul
Mahkamah Agung karena: a. ... b. ... c. atas permintaan sendiri secara
tertulis”; Pasal 32 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun
2002), menentukan,”’Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau
diberhentikan karena a, b, ¢, d ... e. mengundurkan diri; atau,” “Pasal 32
huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial,
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Komisi Yudisial (UU No. 22 Tahun 2004)), menyatakan, "Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota Komisi Yudisial diberhentikan dengan hormat dari jabatannya
oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila: a. ... b. permintaan sendiri.”
Dalam Penjelasan dari pasal-pasal tersebut di atas, semuanya menyatakan,
“Cukup jelas” yang berarti hakim konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota
BPK, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung dan hakim agung,
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota

Komisi Yudisial dapat mengundurkan diri atas permintaan sendiri, tanpa
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syarat “dengan alasan yang dapat diterima” (berbeda dengan norma yang ada
di UU No. 15 Tahun 2011 yang mensyaratkan demikian tuk pengaturan yang
sejenis dengan hal tersebut).
Menurut Mahkamah Konsitusi ada perbedaan dan ketidaksamaan
di hadapan hukum mengenai hak pengunduran diri dari pekerjaan antara
anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satu pihak, dan
hakim konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Anggota BPK, Ketua dan Wakil Ketua,
Ketua Muda Mahkamah Agung dan hakim agung, Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial di
pihak lain, padahal, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan,
”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum?”. Hal itu berarti bahwa perlakuan berbeda dalam hal pengunduran diri
sebagaimana dipertimbangkan di atas, bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945. Dengan demikian frasa ”"dengan alasan yang dapat diterima” dalam
Pasal 27 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2011 beserta Penjelasannya adalah
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga Pasal 27 ayat (1) huruf b
UU No. 15 Tahun 2011 harus dimaknai, ”"Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: a. ... b. mengundurkan diri”.
Lebih lanjut lagi, dikarenakan bahwa dalam keadaan tertentu
seseorang yang telah mengikatkan diri dalam suatu pekerjaan, misalnya
seseorang yang terikat dalam ikatan dinas, tidak dapat mengundurkan diri
sebelum masa ikatan dinasnya berakhir. Maka menurut Mahkamah
Konstitusi, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
mengikatkan diri dalam pekerjaan yang bersifat pilihan bebas walaupun
memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu selama masa
jabatannya, tetapi kedudukan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota tersebut tidak sama dengan posisi seseorang yang terikat
dalam ikatan dinas yang harus menyelesaikan masa dinas yang telah
diperjanjikan sampai akhir masa ikatan dinasnya dengan konsekuensi, antara

lain, membayar ganti kerugian sesuai dengan perjanjian apabila
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mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa ikatan dinas tanpa alasan
yang dapat diterima. Oleh karena itulah maka berdasarkan pendapat
Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak ada kemungkinan untuk ditolaknya
permohonan pengunduran diri. Dalil Pemohon tentang pengujian
konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2011 sudah tidak dapat
dipertahankan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena
itu, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 27 ayat (3) UU No. 15

Tahun 2011 beralasan hukum.

B.DISSENTING OPINION HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

Tidak ditemukan Dissenting Opinion dalam Putusan MK ini.

C.IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat declaratoir dan
constitutief. Declaratoir artinya putusan dimana hakim sekedar menyatakan
apa yang menjadi hukum, tidak melakukan penghukuman. Constitutief
artinya suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan
hukum dan/atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. (revisi UU
menyesuaikan dengan Putusan MK). Kekuatan mengikat putusan MK
mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah
NKRI. Putusan MK berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan
pembuat undang-undang/negative legislator yang putusannya bersifat erga
omnes.

Putusan Mahkamah Konstitusi berisikan pernyataan apa yang
menjadi hukum dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan
menciptakan suatu keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian undang-
undang atau judicial review, putusan yang mengabulkan
bersifat declaratoir karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu
norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat
bersamaan, putusan ini meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma

yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru (constitusief).4°

49 Musri Nauli, Makna Putusan MK 35, http:/ /www.mahkamahkonstitusi.go.id/
index.php?page=web.Berita&id=10943#.V8z5aFt96M8, diakses tanggal 15 Mei 2017.
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Pada dasarnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-IX/2011
memuat pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Menghapus frasa “dengan alasan yang dapat diterima” dalam Pasal 27 ayat
(1) huruf b UU No. 15 Tahun 2011 begitu juga penjelasannya sehingga
salah satu pemberhentian bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota cukup menjadi “mengundurkan diri” saja tanpa perlu
ditambahkan frasa “dengan alasan yang dapat diterima”. Sehingga syarat
pemberhentian bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjadi
sejalan dengan konstitusi begitu juga undang-undang lainnya untuk
pengaturan yang sejenis.

2. Menghapus Pasal 27 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2011. Norma ini dihapus
karena ini norma tidak lagi diperlukan jika menggunakan pemahaman
yang dipakai untuk menghapus frasa “dengan alasan yang dapat diterima”
dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2011 begitu juga

penjelasannya.

PUTUSAN MK NO. 81/PUU-IX/2011

A.PENDAPAT HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme pokok prosedur
demokrasi yang mendapatkan jaminan konstitusional dalam UUD NRI Tahun
1945. Keberlanjutan demokrasi melalui pemilihan umum dilakukan secara
berkala lima tahun sekali dan harus memenuhi asas-asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E ayat
(1) UUD 1945. Dari sisi prosedural, pemilihan umum harus dilakukan lima
tahun sekali secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, sedangkan dari sisi
substansial, pemilihan umum harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan
adil. Asas jujur dan adil hanya dapat terwujud jika, antara lain, penyelenggara
pemilihan umum tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak lain
manapun. Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan umum tidak dapat
diserahkan kepada pemerintah atau partai politik sebab berpotensi dan rawan
dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan, sehingga

pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum
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yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dinyatakan oleh Pasal
22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

Pemohon mendalilkan ketentuan mengundurkan diri dari partai
politik tanpa jeda waktu untuk mendaftar sebagai penyelenggara pemilu
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU No. 15
Tahun 2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai
politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Pasal 22E
ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat, syarat
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 hurufi UU No. 15
Tahun 2011 tersebut berkaitan erat dengan makna Pasal 22E ayat (5) UUD
NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh
suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”,
terutama pada kata “mandiri”. Istilah mandiri, jika merujuk pada latar
belakang historis proses perubahan UUD NRI Tahun 1945, terkait erat
dengan konsep non-partisan. Artinya, kemandirian yang dimiliki oleh komisi
pemilihan umum, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UUD NRI
Tahun 1945 adalah kemandirian yang tidak memihak kepada partai politik
atau kontestan manapun karena komisi pemilihan umum adalah lembaga
penyelenggara pemilihan umum dan partai politik adalah peserta pemilihan
umum.

Konsep mandiri atau non-partisan menegaskan bahwa penyelenggara
pemilihan umum (komisi pemilihan umum) tidak boleh berpihak kepada salah
satu peserta pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (dengan huruf besar),
Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, menurut Mahkamah,
adalah bagian dari suatu komisi pemilihan umum (dengan huruf kecil) yang
dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 memiliki sifat mandiri,
sebagaimana juga telah diuraikan dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010
bertanggal 18 Maret 2010 pada paragraf [3.18] poin 5.

Keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada peserta Pemilu akan
mengakibatkan distrust serta menimbulkan proses dan hasil yang dipastikan
tidak fair, sehingga menghilangkan makna demokrasi yang berusaha
diwujudkan melalui pemilihan umum yang “langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil”. Adalah hal yang tidak sejalan dengan logika dan keadilan, jika

Pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang terdiri atau beranggotakan para
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peserta Pemilu itu sendiri. Meskipun bukan sesuatu yang niscaya, adanya
keterlibatan partai politik sebagai penyelenggara pemilihan umum akan
membuka peluang keberpihakan (conflict of interest) penyelenggara pemilihan
umum kepada salah satu kontestan. Menurut Mahkamah Kosntitusi,
keterlibatan secara langsung partai politik sebagai penyelenggara pemilihan
umum, setidaknya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu i) diakomodasinya
anggota partai politik menjadi anggota komisi pemilihan umum; atau ii)
diakomodasinya orang yang bukan anggota partai politik, namun memiliki
kepentingan politik yang sama dengan partai politik tertentu; Dari perspektif
teleologis terkait dengan kemandirian yang ingin dicapai, diakomodasinya
anggota partai politik menjadi anggota komisi pemilihan umum dapat saja
dilakukan dengan asumsi bahwa anggota partai politik yang kemudian
memegang jabatan publik tidak selalu berpihak kepada partai politik asalnya.
Akan tetapi tetap disyaratkan anggota partai politik dan masyarakat politik
harus memiliki kedewasaan berpolitik serta sifat kenegarawanan, dan tetap
berada di atas kepentingan semua golongan dan semua kelompok. Pada
kenyataannya, kemandirian atau netralitas tersebut tidak dengan sendirinya
terjadi begitu saja.

Dari perspektif deontologis tetap diperlukan proses yang tepat untuk
mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk menjamin kemandirian komisi
pemilihan umum, terutama dari sisi rekrutmen, setidaknya terdapat dua hal
yang harus diperhatikan, yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan
sistem yang mendukung seleksi. Bertolak dari pertimbangan tersebut,
menurut Mahkamah, Undang-Undang harus membangun sistem rekrutmen
yang menuju pada upaya memandirikan komisi pemilihan umum. Sistem
rekrutmen ini haruslah meminimalkan komposisi keanggotaan dalam komisi
pemilihan umum yang memiliki potensi keberpihakan. Karena peserta
pemilihan umum adalah partai politik, maka Undang-Undang harus
membatasi atau melepaskan hak partai politik peserta pemilu untuk sekaligus
bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum. Partai politik dimaksud
meliputi anggota partai politik yang masih aktif atau mantan anggota partai
politik yang masih memiliki keberpihakan kepada partai politik asalnya, atau
masih memiliki pengaruh dalam penentuan kebijakan partai politik dimaksud.

Pelepasan hak anggota partai politik untuk menjadi anggota komisi pemilihan

39



umum bukan sesuatu hal yang bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi
manusia, karena justru hal tersebut diperlukan untuk menjamin fairness
dalam pemilihan umum, yang artinya memenuhi/melindungi hak-hak peserta
lain dalam pemilihan umum. Dari kedua perspektif di atas, baik yang
berorientasi pada tujuan (teleologis) maupun yang berorientasi pada
proses/cara (deontologis), kata “mandiri” yang tercantum dalam Pasal 22E
ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dalam kaitannya dengan rekrutmen atau
pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu, haruslah dihindari penerimaan
calon anggota komisi pemilihan umum yang berasal dari unsur partai politik.
Menurut Mahkamah, pandangan tentang adanya pemisahan antara
kemandirian institusi dan kemandirian anggota merupakan pandangan yang
kurang tepat, sebab keduanya akan saling mempengaruhi. Artinya,
kemandirian anggota akan mempengaruhi kemandirian institusi, dan
sebaliknya, kemandirian institusi akan mempengaruhi kemandirian anggota.
UU No. 15 Tahun 2011 telah membangun sistem rekrutmen yang
dimaksudkan untuk menjaga agar komisi pemilihan umum dapat mandiri dan
steril dari kepentingan partai politik peserta pemilihan umum. Hal ini dapat
dilihat dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU No. 15 Tahun 2011,
sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada
saat mendaftar sebagai calon”. Namun, dalam ketentuan pengunduran diri
dari keanggotaan partai politik yang tidak ditentukan jangka waktunya
tersebut, menurut Mahkamah dapat dipergunakan sebagai celah oleh partai
politik untuk masuknya kader partai politik ke dalam komisi pemilihan
umum. Hal ini justru bertentangan dengan sifat “mandiri” dari komisi
pemilihan umum yang dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun
1945. Menurut Mahkamah Konsitusi, apabila dari jumlah anggota KPU ada
sebagian yang berasal dari partai politik, maka akan lebih mengancam
kemandirian apabila wakil partai politik di KPU hanya terdiri dari beberapa
partai politik peserta pemilu, sedangkan peserta pemilu terdiri dari banyak
partai politik, sehingga menyebabkan pemilu berjalan tidak jujur dan tidak
adil bagi sebagian partai politik peserta pemilu. Di samping itu, pada saat
menentukan anggota KPU akan terjadi perebutan antara partai politik peserta

pemilu yang mempunyai kepentingan politik terhadap pemilu.
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Sebagai upaya menjaga kemandirian komisi pemilihan umum dari
upaya-upaya pragmatis partai politik peserta pemilu, Mahkamah Konstitusi
berpendapat syarat pengunduran diri dari keanggotaan partai politik
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini harus diberi batasan waktu.
Tenggang waktu pengunduran diri dari partai politik, menurut Mahkamah
adalah patut dan layak jika ditentukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
sebelum yang bersangkutan mengajukan diri sebagai calon anggota komisi
pemilihan umum. Lima tahun dinilai patut dan layak oleh Mahkamah karena
bertepatan dengan periodisasi tahapan pemilihan umum. Ketentuan 5 (lima)
tahun juga diakomodasi oleh Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum
sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat,
Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011, sepanjang frasa
“mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar
sebagai calon” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat
mendaftar sebagai calon”.

Pemohon dalam perkara ini pula mempersoalkan mengenai ketentuan
terkait Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu Pasal 109 ayat
(4) huruf c, huruf d, dan huruf e sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang
tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR
berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di
DPR berjumlah genap” UU No. 15 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 22E
ayat (1) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan keberadaan dewan kehormatan, yang dalam UU 15/2011
disebut sebagai DKPP, Mahkamah berpendapat bahwa dewan kehormatan
yang menangani perilaku penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan
fungsi penyelenggaraan pemilu. Hal ini selaras dengan konsep dewan
kehormatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 22 UU 15/2011
yang menyatakan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya
disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode
etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi

penyelenggaraan Pemilu.” Sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan
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pemilihan umum, maka menurut Mahkamah sifat mandiri yang dinyatakan
dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 harus juga mendasari pembentukan
dewan kehormatan. Kemandirian lembaga atau dewan kehormatan yang
menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, salah satunya
ditentukan oleh komposisi keanggotaan dewan kehormatan bersangkutan.

Dewan kehormatan memiliki tugas untuk menilai ada atau tidak
adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam kaitannya dengan
tugas-tugasnya menyelenggarakan Pemilu, yaitu tugas menyelenggarakan dan
mengawasi peserta pemilihan umum. Jika keanggotaan dewan kehormatan
diisi oleh peserta pemilihan umum, hal demikian berpotensi menyandera atau
mengancam kemandirian penyelenggara pemilihan umum, karena pihak yang
seharusnya diawasi (yaitu partai politik peserta pemilihan umum) dapat
berganti peran menjadi pihak yang mengawasi penyelenggara pemilihan
umum (yaitu KPU dan Bawaslu), yang tentunya menimbulkan
ketidakleluasaan bagi penyelenggara pemilihan umum dalam melaksanakan
tugasnya. Selain itu, unsur pemerintah dalam keanggotaan dewan
kehormatan seharusnya ditiadakan mengingat keberadaan pemerintah
(eksekutif) dalam sistem politik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari
keberadaan partai politik pemenang pemilu. Dengan dianulirnya unsur
pemerintah dari keanggotaan DKPP, Mahkamah menilai hal tersebut lebih
menjamin kemandirian DKPP sebagai lembaga yang mengawasi perilaku
penyelenggara Pemilu, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat yang
merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang
demokratis dan berkualitas, yang pada akhirnya memberikan akuntabilitas
yang kuat bagi pemenang pemilihan umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta pertimbangan Mahkamah
dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010, terutama
paragraf [3.23], Mahkamah menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d,
dan huruf e UU No. 15 Tahun 2011 sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang
tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR
berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di
DPR berjumlah genap” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI
Tahun 1945. Dengan demikian Pasal 109 ayat (4) selengkapnya dibaca, “DKPP
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. 1 (satu) orang unsur KPU;
b. 1 (satu) orang unsur Bawaslu; e. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.”
Pemohon juga mempersoalkan Pasal 109 ayat (11) UU No. 15 Tahun
2011 yang menyatakan, “Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti
antarwaktu berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur
sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, bertentangan dengan Pasal 22E ayat
(1) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945;
Keberadaan DKPP yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu dari unsur KPU,
Bawaslu, dan tokoh masyarakat, ditujukan agar DKPP mampu bertindak dan
bersikap mandiri. Dengan mempertimbangkan unsur dari partai politik dan
pemerintah tidak ada lagi dalam keanggotaan atau komposisi DKPP, menurut
Mahkamah, permohonan para Pemohon agar Pasal 109 ayat (11) UU No. 15
Tahun 2011 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5)
UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan. Mekanisme penggantian
antarwaktu tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya
kekosongan keanggotaan DKPP, yang jika tidak dilakukan penggantian
antarwaktu justru akan menghambat pelaksanaan tugas-tugas DKPP. Namun
demikian, penggantian antarwaktu yang didasarkan pada “kebutuhan dan
pertimbangan masing-masing unsur”, membuka kemungkinan bagi unsur-
unsur yang ada untuk melakukan penarikan dan penggantian wakilnya di
DKPP sedemikian rupa tanpa alasan yang jelas. Hal demikian, meskipun
peluangnya kecil, namun tetap dapat menghambat pelaksanaan tugas-tugas
DKPP. Mahkamah berpendapat, Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 dalam
kaitannya dengan sifat mandiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat
(5) UUD 1945, harus memberikan kepastian bahwa penggantian antarwaktu
dilakukan atas pertimbangan dan permintaan DKPP, dan bukan semata-mata
atas “kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur”. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 109 ayat (11) UU No. 15
Tahun 2011 sepanjang frasa, “berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan
masingmasing unsur” dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat ()
UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dengan demikian, Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 selengkapnya menyatakan,
“Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antar waktu sesuai

dengan ketentuan yang berlaku”.
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B.DISSENTING OPINION HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

Tidak ditemukan Dissenting Opinion dalam Putusan MK ini.

C.IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat declaratoir
dan constitutief. Declaratoir artinya putusan dimana hakim sekedar
menyatakan apa yang menjadi hukum, tidak melakukan penghukuman.
Constitutief artinya suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan
suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan suatu keadaan hukum
yang baru. (revisi UU menyesuaikan dengan Putusan MK). Kekuatan
mengikat putusan MK mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan
badan hukum dalam wilayah NKRI. Putusan MK berlaku sebagai hukum
sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang/negative
legislator yang putusannya bersifat erga omnes.

Putusan Mahkamah Konstitusi berisikan pernyataan apa yang
menjadi hukum dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan
menciptakan suatu keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian
undang-undang atau judicial review, putusan yang mengabulkan
bersifat declaratoir karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari
suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945.
Pada saat bersamaan, putusan ini meniadakan keadaan hukum
berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum
baru (constitusief).>0

Dalam Putusan No. 81/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi
memandang bahwa  penyelenggara Pemilu sebaiknya bersih dari
keterkaitan dari partai politik sehingga harus ada jeda selama 5 tahun
bilamana dia berasal dari partai politik. Sedangkan untuk anggota DKPP
RI dalam pasal yang digugat semula oleh Pemohon semula masih
memungkinkan ada perwakilan partai politik dalam DKPP. Oleh karena
itu sesuai dengan prinsip kemandirian yang sejalan dengan amanah
konstitusi maka norma yang mengatur mengenai unsur keanggotaan

DKPP tersebut dalam UU No. 15 Tahun 2011 khususnya Pasal 109 ayat

50 Musri Nauli, Makna Putusan MK 35, http:/ /www.mahkamahkonstitusi.go.id/
index.php?page=web.Berita&id=10943#.V8z5aFt96M8, diakses tanggal 19 September 2016.
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(4) selengkapnya dibaca, “DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari: a. 1 (satu) orang unsur KPU; b. 1 (satu) orang unsur
Bawaslu; e. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.” Begitu juga Pasal 109
ayat (11) diubah menjadi "Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat

diganti antarwaktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

PUTUSAN MK NO. 31/PUU-XI/2013

A.PENDAPAT HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa gugatan Pemohon dalam hal ini di Perkara MK No.
31/PUU-XI/2013 ini adalah terkait dengan DKPP RI. Untuk membahas
mengenai asal muasal terkait DKPP ini Mahkamah Konstitusi maka
kembali ke Putusan MK No. 11/PUUVIII/2010, tanggal 18 Maret 2010.
Adapun jika mencermati pertimbangan Mahkamah dalam putusan
tersebut, jelas bahwa DKPP adalah organ yang merupakan bagian dan
satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud Pasal 22E
ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yaitu yang mengawasi perilaku
penyelenggara Pemilu.

Lebih lanjut lagi, UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Susunan,
kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta
badan peradilan di bawahnya diatur dengan undangundang”. Pengertian
frasa “diatur dengan undang-undang” dalam Pasal 24A ayat (5) UUD NRI
Tahun 1945 tersebut bermakna bahwa pembentukan badan peradilan di
bawah Mahkamah Agung harus dilakukan dengan Undang-Undang.
Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan:

(1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu
lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan, “Yang
dimaksud dengan ‘pengadilan khusus’ antara lain adalah pengadilan
anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan

tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan
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perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan
pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negarad’.
Berdasarkan ketentuan di atas maka penyelenggara peradilan di
Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi (MK). DKPP tidak
termasuk dalam pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu
lingkungan peradilan di bawah MA sebagaimana dimaksudkan oleh
Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48
Tahun 2009 serta tidak termasuk pula sebagai salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) UUD
1945. Hal tersebut telah ditegaskan pula dalam salah satu pertimbangan
dalam Putusan Mahkamah mengenai sengketa perselisihan hasil
pemilihan umum (PHPU) yaitu dalam paragraf [3.18.1] Putusan Nomor
115/PHPU.D-XII/2013, tanggal 1 Oktober 2013 (Pemilukada Kota
Tangerang) yang menyatakan, “DKPP adalah organ tata usaha negara
yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk
menegakkan hukum dankeadilan”.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 15 Tahun 2011
menyatakan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya
disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran
kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan Pemilu”. Selanjutnya Pasal 109 ayat (2) UU No. 15
Tahun 2011 menyatakan, “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan
memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran
kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi,
anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN,
anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu
Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu
Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas
Pemilu Luar Negeri’. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut

Mahkamah, objek perkara yang ditangani DKPP terbatas hanya kepada
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perilaku (etika) pribadi atau orang perseorangan pejabat atau petugas
penyelenggara Pemilu. Keberadaan DKPP sebagai lembaga etik yang
menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu
diperlukan dalam upaya mengawal terselenggaranya Pemilu yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kemudian  terkait kewenangan untuk memberhentikan
penyelenggara Pemilu telah diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU
No. 15 Tahun 2011 untuk anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota, Pasal 41 ayat (2) UU UU No. 15 Tahun 2011 untuk
anggota PPK, Pasal 44 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2011 untuk anggota
PPS, Pasal 48 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2011 untuk anggota PPLN, Pasal
46 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota KPPS, Pasal 50 ayat (2) UU No.
15 Tahun 2011 untuk anggota KPPSLN, serta Pasal 99 ayat (3) UU No.
15 Tahun 2011 untuk anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan,
dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di
atas, secara administratif, pejabat yang berwenang untuk mengangkat
dan memberhentikan penyelenggara Pemilu adalah Presiden jika terkait
dengan anggota KPU dan anggota Bawaslu; KPU jika terkait dengan
anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, dan anggota KPPSLN; KPU Provinsi
jika terkait dengan anggota KPU Kabupaten/Kota; KPU Kabupaten/Kota
jika terkait dengan anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS;
Bawaslu jika terkait dengan anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan,
dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

DKPP sendiri memiliki kewenangan untuk memutuskan
pemberhentian penyelenggara Pemilu hanya jika DKPP telah melakukan
penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan, mendengarkan
pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-
bukti yang diajukan mengenai dugaan adanya pelanggaran yang
dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yaitu sepanjang terkait
pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 111 UU No. 15 Tahun 2011. Menurut

Mahkamah, DKPP memiliki wewenang untuk memberikan putusan atas
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ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
penyelenggara Pemilu beserta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada
penyelenggara Pemilu tanpa dapat dipengaruhi oleh lembaga manapun,
termasuk Presiden, KPU, maupun Bawaslu. Hal tersebut merupakan
wujud dari independensi dan kemandirian DKPP sebagai salah satu
lembaga yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Bahwa UU
No. 15 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada DKPP untuk
memutuskan pemberian sanksi kepada penyelenggara Pemilu jika dalam
proses pemeriksaan oleh DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang, penyelenggara Pemilu dimaksud memang terbukti telah
melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut dapat
berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian
tetap. Menurut Mahkamah, sanksi yang diputuskan oleh DKPP adalah
sanksi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat atau
perseorangan penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan
mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
maupun Bawaslu. Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh
Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu
adalah keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang melaksanakan
urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang bersifat individual, konkrit, dan final. Oleh karena itu hanya
keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun
Bawaslu tersebut yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa
Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112 ayat (12) UU No. 15 Tahun 2011 dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam
Undang-Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya
putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum
atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa
putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan
putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh
karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang

diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari
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putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden,
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam
melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan
keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang
dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN
akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar
keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun
Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN.
Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam
Undang-Undang a quo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi
Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu
yang melaksanakan Putusan DKPP. Adapun karena inti permohonan
Pemohon mengenai Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah
diberi makna tertentu oleh Mahkamah sehingga tidak menghilangkan

frasa final dan mengikat secara keseluruhan.

B.DISSENTING OPINION HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

Tidak ditemukan Dissenting Opinion dalam Putusan MK ini.

C.IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat declaratoir
dan constitutief. Declaratoir artinya putusan dimana hakim sekedar
menyatakan apa yang menjadi hukum, tidak melakukan penghukuman.
Constitutief artinya suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan
suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan suatu keadaan hukum
yang baru. (revisi UU menyesuaikan dengan Putusan MK). Kekuatan
mengikat putusan MK mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan
badan hukum dalam wilayah NKRI. Putusan MK berlaku sebagai hukum
sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang/negative
legislator yang putusannya bersifat erga omnes.

Putusan Mahkamah Konstitusi berisikan pernyataan apa yang
menjadi hukum dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan

menciptakan suatu keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian
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undang-undang atau judicial review, putusan yang mengabulkan
bersifat declaratoir karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari
suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945.
Pada saat bersamaan, putusan ini meniadakan keadaan hukum
berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum
baru (constitusief).51

Dalam Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 pada pokoknya adalah
Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian baru bahwa frasa
final mengikat pada sifat putusan DKPP tidaklah sama dengan final
mengikat pada umumnya lembaga peradilan. DKPP harus didudukkan
sebagaimana posisinya sebagai penyelenggara pemilu sesuai bunyi Pasal
1 angka 22 UU No. 15 Tahun 2011 bahwa DKPP merupakan satu
kesatuan penyelenggara Pemilu dengan Bawaslu dan DKPP dan hal ini
sejalan pula dengan amanat dalam Pertimbangan Putusan MK No.
11/PUU-VIII/2010.

51 Musri Nauli, Makna Putusan MK 35, http:/ /www.mahkamahkonstitusi.go.id/
index.php?page=web.Berita&id=10943#.V8z5aFt96M8, diakses tanggal 15 Mei 2017.
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BAB IV
PENUTUP

A.SIMPULAN

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (Judicial Review)
merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki
dan menilai apakah materi suatu undang-undang bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu
(verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu, atau
bahkan apakah peraturan perundang-undangan tersebut terdapat cacat
formal dalam pembentukannya. Pengujian undang-undang terhadap UUD
1945 merupakan wujud dari prinsip atau asas konstitusionalitas undang-
undang (constitutionality of law) yang menjamin bahwa undang-undang yang
dibuat oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan UUD
1945.

Pada konteks pengujian terhadap UU No. 15 Tahun 2011, sampai
saat ini, terdapat 3 (tiga) putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan
permohonan pengujian undang-undang dengan menyatakan materi atau
substansi UU No. 15 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada dasarnya Putusan yang
mengabulkan permohonan pengujian undang-undang ini perlu diformalkan
dalam bentuk undang-undang karena implikasi amar Putusan MK tersebut.

Meski putusan Mahkamah Konstitusi bisa langsung dilaksanakan
tanpa harus menunggu perubahan undang-undang, namun untuk
menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat akibat tidak
terkompilasinya putusan MK dalam satu naskah yang utuh maka pembentuk
undang-undang perlu untuk menindaklanjuti berbagai putusan MK tersebut
dengan membuat usulan perubahan atas UU No. 15 Tahun 2011 sebagaimana
telah diputuskan oleh MK.

Selain menyatakan materi atau substansi UU No. 15 Tahun 2011
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang amar

putusannya menyatakan suatu norma bersifat conditionally, yakni
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conditionally unconstitutional dan tidak ditemukan yang bersifat conditionally

constitutional. 52

B.REKOMENDASI

Memperhatikan beberapa simpulan di atas maka terdapat beberapa

hal yang direkomendasikan, yaitu:

1.

Presiden dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang perlu segera
berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan terhadap materi UU No. 15
Tahun 2011 sesuai dengan amar putusan MK dalam 3 (tiga) perkara MK
terkait UU No. 15 Tahun 2011 yang amar putusannya mengabulkan
permohonan Pemohon tersebut.

Adapun pada saat ini adalah saat yang paling tepat untuk mengeksekusi
ketiga putusan MK tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa pada saat ini
sedang dilakukan pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang
tentang Penyelenggaraan Pemilu. RUU ini sejatinya telah dimuat dalam
Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas
Tahun 2016, yaitu pada nomor 26 dengan judul RUU Kitab Hukum Pemilu
(dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 tertulis RUU tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum). Dalam kolom keterangan, draft dan RUU Kitab Hukum
Pemilu disiapkan oleh Pemerintah. RUU Kitab Hukum Pemilu adalah satu
gagasan untuk mengkodifikasi/mengompilasikan berbagai UU yang terkait
dengan Pemilu ke dalam satu naskah. Penyatuan UU Pemilu kedalam satu
naskah bersama ini pun didasari atas Putusan MK No 14/PUU-XI/2013
yang memerintahkan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
serta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD padat tahun 2019 dilaksanakan secara
serentak (Pemilu serentak tahun 2019). Hal inilah yang kemudian
mendasari dorongan bahwa jika waktu penyelenggaraan pemilu
disederhanakan menjadi dua peristiwa pemilu, maka undang-undangnya
juga harus disederhanakan (dikodifikasikan). Oleh karena itu, hal ini
adalah momentum yang sangat tepat untuk mengeksekusi ketiga putusan
MK tersebut karena UU No. 15 Tahun 2011 yang dikoreksi MK melalui 3
putusan MK tersebut termasuk UU yang dilebur dalam RUU

52 Martitah, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature, Jakarta: Konstitusi

Press, 2013, hal. 134.
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Penyelenggaraan Pemilu ini. Hal ini adalah yang paling tepat karena negara
kita adalah negara yang menganut sistem civil law yang menitikberatkan
pada pengaturan yang bersifat tertulis dalam peraturan perundang-
undangan, sehingga perlu implikasi perubahan makna yang timbul dari

ketiga putusan MK ini untuk dieksekusi segera.
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